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1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. 

2. Memajukan kesejahteraan umum. 

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. 

TUJUAN NEGARA DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945 
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Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 

peningkatan : 

Ç Pelayanan publik; 

Ç Pemberdayaan masyarakat; 

Ç Peran serta masyarakat; 

Ç Daya saing daerah; 

P E M E R I N T A H A N  D A E R A H  
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     dengan memperhatikan prinsip: 

Ç Demokrasi; 

Ç Pemerataan; 

Ç Keadilan; 

Ç Kekhasan suatu daerah; 

P E M E R I N T A H A N  D A E R A H         ( l a n j u t a n )  
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U R U S A N  P E M E R I N T A H A N  

KONKUREN  ABSOLUT  

1. PERTAHANAN  

2. KEAMANAN  

3. AGAMA  

4. YUSTISI  

5. POLITIK LUAR 

NEGERI  

6. MONETER & 

FISKAL  

PILIHAN  

Pertambangan,  

Perdagangan, dll.  

Kes, Pendidik, P U, 

dll.  

WAJIB  

Dibagi berdasarkan 

kriteria Eksternalitas, 

Akuntabilitas dan 

Efisiensi  

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

UMUM  

YAN DASAR  NON YAN DASAR  

S P M  

PEMBANGUNAN DAERAH 

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  

5  



P E M B I N A A N  D A N  P E N G A W A S A N  

PEMERINTAH  

MENDAGRI  

Pembinaan  Pengawasan  

Binwas Umum  Binwas Teknis  

K/L  

Secara Nas. 

DI KOORDINASI KAN  

MENDAGRI  Provinsi  

Gubernur sbg wakil Pem. 

Binwas umum & teknis  
Kab/Kota  
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RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) 

Ç Untuk menyusun Perda ttg Rencana Tata Ruang Wilayah 

Provinsi Dan Kabupaten / Kota Kementerian Dalam Negeri 

telah menerbitkan Permendagri No. 47 tahun 2012 ttg 

Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Ttg Rencana Tata 

Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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melalui 
Pendekatan 

Sektoral 
Pendekatan 

KEWILAYAHAN 

PENGEMBANGAN  

WILAYAH 

Diarahkan untuk mengatasi 

kesenjangan wilayah & 

pemerataan pembangunan 

Bentuk Usaha/ 

Manajemen 

Pengelolaan/Metoda 

 Ą pencapaian target 

pembangunan daerah 
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Strategi Pengembangan Wilayah 
(berdasarkan keunggulan dan potensi strategis wilayah) 

×Potensi strategis wilayah merupakan basis dalam rangka 

meningkatkan daya saing wilayah untuk mencapai tingkat 

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.  

×Pendekatan potensi strategis wilayah menghasilkan              

4 (empat) klasifikasi daerah dengan karakteristik yang 

berbeda-beda, yaitu:  

1) daerah bertumbuh maju dan cepat (rapid growth region); 

2) daerah maju tapi tertekan (retarted region); 

3) daerah berkembang cepat (growing region); dan 

4) daerah relatif tertinggal (relatively backward region). 
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Model pengembangan wilayah yang dapat diterapkan untuk 

masing-masing daerah adalah sebagai berikut: 

1) Berpotensi Tinggi (tipologi 1 & 2) Ą pengembangan Kawasan 

Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) , Kawasan Pembangunan 

Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), 

Koridor Ekonomi (MP3EI). 

2) Berpotensi Sedang (tipologi 3) Ą pengembangan KSCT. 

3) Berpotensi terbatas (tipologi 4)Ą penerapan program 

Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT). 
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Zona Jawa Zona
Kalimantan

Zona Sulawesi
& Maluku

Zona Bali, NTB,
& NTT

Zona Papua

Jumlah KSCT Menurut Zona Kepulauan 

Kabupaten/Kota

87 69 

KSCT di KBI dan KTI 

Kawasan Barat Indonesia

Kawasan Timur Indonesia

Penetapan KSCT bertujuan untuk 

mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan 

komparatif dan kompetitif produk unggulan 

daerah dan daya Tarik kawasan pasar di local, 

regional, nasional, dan internasional. 
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SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH  

DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI   

NOMOR 9 TAHUN 2014 TTG PEDOMAN PENGEMBANGAN 

PRODUK UNGGULAN DAERAH (PUD) 

  
1. Potensi ekonomi daerah perlu dikembangkan secara optimal menjadi 

produk unggulan daerah yang berdaya saing dan dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah; 

2. Menjamin tercapainya sasaran pengembangan produk unggulan daerah 

yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah yang 

mandiri dan tangguh serta menuangkan pengembangan produk unggulan 

daerah dalam dokumen perencanaan daerah. 

3. Pemerintah daerah berwenang menyusun dan menetapkan PUD setiap 

tahun dengan Keputusan Gubernur dan Keputusan Bupati/Walikota 

4. Gubernur dan Bupati/Walikota melalui SKPD menyusun rencana 

pengembangan PUD jangka panjang daerah dan jangka menengah 

daerah. 
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STRATEGI PENGEMBANGAN PUD 

1. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) 

2. Pengembangan Kelembagaan  

3. Pengembangan Teknologi Tepat Guna 

4. Pemberdayaan Aspek Pemasaran  

5. Perbaikan iklim Investasi 
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